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ABSTRAK

(A) Nama : Andrew (NIM : 205190196)
(B) Judul Skripsi :.ANALISIS PENERAPAN PRINSIP NEBIS IN IDEM

PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR:182/PID/2022/PT.DKI.

(C) Halaman : xii + 141 + 2024
(D) Kata Kunci :.Putusan, Asas, Nebis in Idem, Kepastian Hukum, Hak

Asasi Manusia
(E) Isi :

Prinsip nebis in idem adalah prinsip yang menekankan larangan pemidanaan
ganda pada putusan di pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Penerapan nebis in idem merupakan bagian paling penting sebagai asas dasar
yang paling utama harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Tanpa adanya
penerapan prinsip nebis in idem, maka akan memunculkan potensi terjadinya
kesewenang-wenangan dalam penerapan perkara pada putusan di pengadilan,
salah satunya adalah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor:182/PID/2022/PT.DKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
penerapan prinsip nebis in idem pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor:182/PID/2022/PT.DKI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah normatif, yaitu studi terhadap norma-norma hukum, baik bahan
hukum primer, sekunder maupun bahan non-hukum. Hasil penelitian ini
untuk bagaimana penerapan prinsip nebis in idem pada putusan Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta Nomor:182/PID/2022/PT.DKI. Selain itu, Putusan
Pengadilan Tinggi Nomor:182/PID/2022/PT.DKI telah mempertimbangkan
walaupun tempus delicti itu berbeda, namun dalam penerapannya itu tidak
melanggar prinsip nebis in idem. Penerapan tersebut dari sisi prinsip hukum
nebis in idem telah tepat dan benar, sehingga penting bagi praktisi atau
penegak hukum dan lembaga yudisial untuk memperhatikan bagaimana
penerapan yang benar dalam prinsip hukum yang ada sesuai ketentuan
perundang-undangan. Penerapan yang benar dari nebis in idem dapat berupa
pemenuhan syarat yang telah ditetapkan, meliputi aspek larangan pemidanaan
ganda, aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Dalam konteks hukum pidana, implementasi prinsip ini dapat diatur oleh
peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) di Indonesia. Penerapan yang benar bertujuan untuk menciptakan
kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

(F) Pembimbing : Dr. R. Rahaditya., S.H., M.H.
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ABSTRACT

(A) Name : Andrew (NIM : 205190196)
(B) Thesis Tittle :.Analysis Of The Application Of The Nebis In Idem

Principle In The DKI Jakarta high court settlement Number :
182/PID/2022/PT.DKI

(C) Page : xii + 141 + 2024
(D) Keyword :.Decision, Principle, Nebis in Idem, Legal Certainly,

Human Rights
(E) Content :

The principle of ne bis in idem emphasizes the prohibition of double jeopardy
in court decisions that have become final and binding. The application of ne
bis in idem is the most crucial part of the fundamental principles that must be
implemented without exception. Without the application of the ne bis in idem
principle, there is a potential for arbitrary actions in the application of cases
in court decisions, one of which is the decision of the DKI Jakarta High
Court Number:182/PID/2022/PT.DKI. This study aims to analyze the
application of the ne bis in idem principle in the decision of the DKI Jakarta
High Court Number:182/PID/2022/PT.DKI. The method used in this research
is normative, which involves the study of legal norms, including primary
legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The
results of this study focus on how the ne bis in idem principle is applied in the
decision of the DKI Jakarta High Court Number:182/PID/2022/PT.DKI.
Additionally, the DKI Jakarta High Court Decision
Number:182/PID/2022/PT.DKI has considered that although the tempus
delicti differs, its application does not violate the ne bis in idem principle.
The application from the perspective of the ne bis in idem legal principle is
accurate and correct, making it essential for legal practitioners and judicial
institutions to pay attention to the proper application of the existing legal
principles in accordance with statutory regulations. The correct application
of ne bis in idem can include fulfilling established requirements, covering
aspects of the prohibition of double jeopardy, legal certainty, and the
protection of human rights. In the context of criminal law, the implementation
of this principle can be regulated by statutory provisions, such as the
Indonesian Criminal Code (KUHP). The correct application aims to create
legal certainty, justice, and protection of human rights.
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